BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 700/ 19

TENTANG

PENETAPAN WAJIB LAPOR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang
Negara yang bersih d

Aparatur Sipil Negara dalam
jabatannya

o /KptsIBPT - P8/2019

HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
PESISIR SELATAN

harus bersikap jujur,

bahwa dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil
an berwibawa,

maka setiap

melaksanakan tugas
adil, terbuka dan

akuntabel serta mampul membebaskan diri dari praktek

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Sipil Negara dan efektivitas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
menetapkan Wajib Lapor
Negara di lingkungan
Selatan Tahun 2019;

bahwa berdasarkan

Keputusan Bupati
Wajib Lapor Harta

Tahun 2019;

Undang-Undang Nomor
Pembentukan Daerah
Lingkungan

Mengingat 12

Nomor 25) jis Undang-
1957 (Lembaran Negara
Nomor 77) jo Undang-Undang

Harta Kekayaan
Pemerintah Kabupaten Pesisir

pertimbangan

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Pesisir Selatan tentang Penetapan

Kekayaan Aparatur
Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Daerah Propinsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia
Undang Drt. N
Republik Indonesia Tahun 1957

bahwa dalam upaya meningkatkan disiplin Aparatur

pencegahan praktek
maka dipandang periu
Aparatur Sipil

sebagaimana

Sipil Negara di
Pesisir Selatan

Tahun 1956 tentang

Otonom Kabupaten Dalam

Sumatera Tengah
Tahun 1956
omor 21 Tahun

Nomor 58 Tahun 1958

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 108, Tambahan
indonesia Nomor 1643);

Undang-Undang Nomo
Aparatur Sipil Negara
Korupsi,
Republik [ndonesia T

AR A S

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Tahun 20
(Lembaran Negara

Undang-Undang Nomor D

Sipil Negara

Lembaran N

egara Republik

Tahun 1999 tentang

Yang Bersih dan Bebas Darl

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
ahun 1999 Nomor 755 Tambahan

3851);

14 tentang Aparatur
Republik Indonesia
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